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Mencermati Revisi UU Polri

Pasca pengesahan
revisi Undang Undang
Tentara Nasional
Indonesia oleh DPR.
17 Marei 2025, sebuah
babak baru dalam
dinamika legislasi
nasional terbuka lebar.

membubuhkan tanda tangan pe-
ngesahan sehelum persysan ldul
. menandai finalisasi sebuah proses

Pl\os\dml Prabown Subianta telah

mengunumkan agenda prior
bahasan  delapan  Rancamgan  Un-
dang 1 ru'._{n}__ (RULT pada Masa Sidang
I la!]u]l sidang 2024-2025.

Kendati rincian nzlnwﬁ-nk ur KU it
belum  diungkapkan ra eksplisit,
pengalaman palit revisi UL TNI sebe-
Tumnys, mengisyaratkan keharsan boag
DPR dan pemerintab untuk mengede-
pankan vodksgeist dan partisipasi rakyat

VAN SUDSLATISAE QI PRSes legisis
mendatang, terutama yang bersentubar
langsung dengan kepentingan vital ma-

symrakat
Di tr:ngzh suu_kul'\s: mengenal kede
R orotan tajum tertuju

(i revis UL Kepelisian
ra mpubuk Indonesia (UL Po
v

L nini.
Sebagaimana UU TNL UU Pa
but-sebut akan men, i

sigmi-
fikan. Hahkan, seomng anggota Komisi 1
DPR Fraksi Gollar mengungkaplkan. da-

Tam forum mpat de;
ngan arakal sipil,
menyentuh hingga 45 pasal.

Dalam pusaran waesna ini, dialektika
abadi vang menentukan validitas dan
urgensi sebuah produk hukum kembali
mengemuka: aspek farmil dan materiil,
Kedua dimensi ini acapkali menjadi
sumber kegelisahan publil yang beral;
an. Aspek formil, seb @n fomelasi legiti-

i Pr
~epale Laboratorivnm Irdonesio 200

rakat .'nt'\ulmll seka-

Jnk'\nw:\bma atas per-
Eanyaan-pertanyaan ini
tak memuaskan, proses

briah s, yang meru-
sak cittn demokrasi sub-
slansial, Ketidakjelasan
status revisi UL Polri
d'\Jnm Program Legislosi
nal  (Prolegnas)

Pn'om 2025 Mmenan
bah kersguan akan ke-
seriusan dan Lrans-
paransi proses ini.
Partisipasi bermakna

Mengapa ketiga prasyarat vang di-
amanatkan oleh putusan MK tersebut
bersifat keharusan? Jawabannya terle-
tak pada beberapa alasan fundamental
g menwmuh esensi negara hukum
dan demokras

Pertuma, Jca(mm hukum dan poli-
g Lshire dari proses part isipasi
pubmc yang bermakna memiliki legiti-
masi hukuim dan palitik lebih kuat.

| ReUks MASVATAKE] MerEsa SuEEn

Sebaliknys 1 yang dianggap produk
clitis berpotenisi menimbulkan resisten
si dun instabi

UL yang lebih baik.

an pembentuk UL menerimsa mastkan

dani

o 15)

rius Jlk..! revisi dipaksskan tanps k

m ddun parlisipasi luas publik.
T Kondati peiis tidak berpretensi mi-

tuk mengan: secara komprehens

ra filosofis, paradigma uta-
k

lol:?_eser' nlah paradigima in-

telijen. Kedua, potensi tum-
pang tindih. Kewenangan
intelkam yang luas berpo-
tensi menimbulkan friksi
dan incfisicnsi dengan lem-
baga intelijen linnya,

Ketiga, diskresi berlehih-
an. Pengmumaan dalih "ke
pentingan dan  keamanan
nasional’ yang rentan in-
terpretasi memberikan
ang diskresi yang besar bagi
Polri. Keempst, minimnya
cogawasan  scearn vinci.
N mekanisme pengawasan Yang
il Lerhacap potensi penyalahgnaan
WEWENANE adalah sebuah kelalaion se-
it

revisi tersehut, gambaran | ik
ini relevan sebapai peringatan akan ba-
hayn whai terhadap aspek formil dan
teriil dalam pembentukan hukum.
Draf rancangan revisi UU Polri talun
mlu. memberikan kewenangan s k«-

ukan UL sekadar
urusan teknis. melainkan proses funda-
mental yang membentuk struklor ke-
kuasaan’ dm mumengaruhi_kehidupan

ra
filcwsafis, m\m:ng.\ dan politik dari per-
Tua:

pa untuk =
Rl pemblokiran, pemutusan, Lo
PEMHTINALAN HKSes  TUARE sIDer demi
tujuan keamanan dalamr negeri, dengan
koordinasi bersama kementerian terkait

n Folri perlu
pcnimban,g:m matang.

Refleksi atas revisi hukum
Revisi ULl Polri berpotensi menjadi

dlan peny u s telede

Elspansi kewenangan Polri di ranah
cr ini berpotensi mengancim kebe-
: - Pengaturan ini, Liyak-
nya pedang bermata dua dapat menjel
ma-menjadi intrusi_represit. terhadap

dari beragam dan

an. Hal ini lausial dalam i ifi-

kasi potensi masaluh dan 'k;']enm'h:m
dalam deaf RULUL serta - meramuoska

solusi yeng lebih efektit. Kelompok ma-
tosipil, akademisi, dan pihakepi-

i

sis intrusi, dengan defi
clan terbika untuk interpre
nambah keldhawatiran akan potensi pe-
avaluhigunzn wewenang

Dalam Nege-

langsung pe-
Niir +
yang tidak boleh dishaikan,

Ketiga, akuntabilitas dan transparan-
si. Partisipasi publik meningkatkan
akuntahilitas dan trmnsparansi | dalam
proses legislasi. Pengawasan dan masuk
an dari masyarakat memalsa pemben-
tuk U1 bertindak lebih bertangning

FIGrIAAE Sekadlar Febotiita hamips dalant
praktik pembentukan UL

Pembentukan UL di negara huokom
vang sehat. niscava lunduk pada kai
fural yang tertuang da-

Jawab. proses juga menjadi
benteng pencegah praketik korupsi dan
renvalihiunasn kekusan,

Keempat, pendidikan  politik  dan
pemberdayvann masy at. Proses par-
tisipasi aclalah wahana pendidikan pali-
tik yang efektit, memberdayakan masya
rakat untuk  memahami mekanisme

Iam h(:rh.q,; eratursn per un-
. diperkuat olely st
tusl, Hiu-u

tusan ini nm]u:gansk:u} pn_nslp partisi-
pasi masyarakat  wang  hermakng
(meaningfol participation) schagai k-
harusan formil yang tak terhindarkon.
Prinsip ini mengamanatian tig pras
rat krusial: hak untuk didengar (the
tght to be heard). hak untuk diper

dan e
bangkan kemampuan advelast. Ket
hatan sbdif memperkuat msa kepem
an terhadap negara

Kelima. kedanlatan rakovat. Prinsip ke-
danlatan rikyal yang dismanatban kon-
stitusi menempatkan kekuasaan terting-

g di tangan ralkyat. Poartisiposi publik

ri” yang tcrkcs.ul fentar Tentan unmk

batasi se
yang, tnrukur ducrmu mekanisme pro-
Sedural yung jelas unluk mencegah kes
sewenang wenangan dan bumpang lin
dibh dengan lembaga lain yvang berwe-
rang di fusang siber

Demikian pula dengan perluasan ke
wenangan intelkam Polri, Paradigma pe-
e’ hukum yvanu seharusnya men-

jadi raisen démre kepolisian terancam
tl,r‘gL'lu-e oleh logika intelijen, Definisi
“ancaman” yang terlalu ekspansif, men-
cakap hampic selurul aspek kehidupon
rakat, memberi diskresi terlalu

Tursar bdgl Polri.

Potensi tumpang tindih dengan lem-
haga intelijen lain dan minimma meka-
nisme pengawasan vang rinci membuka
peluang penyalahgunaan wewenang. Pe-
atan kewenangan  intellam I’u'lrl

o alib-alib instrumen pengst-
an. Partisipasi scmu
if adalab dua
: i memba-
negara hukum dan de

arena itu, proses revisi U1 Polr
perlu dipikirkan ulang secara mm\da]_nn
tidak tergesa-gesa tanpa pelibatan dan
ang substansial
Aspelk formil dan materiil harus men-
pertimbangan utama setiap tahapan
. Transparansi,
tas. dan partisipasi vang bermakna ada-
fahy prasyarat mutlak untuk menghzssil-
kan UL yang legitimate dan berpib
pada kepentingan publik
Argumentasi yang lusl mengenai ur-
mensi revisi ini juga perlu disampaikan
secara jelas kepoda publik. termasulk
Justifikasi terkail peningkatsn efeklivi-
tas. respons terhadap ancaman keaman
an, peningkatan profesionalisme S,
stau adkaptasi terhadan perubahan ling-

Jungan strategis.

Sudah ssatmym DIPR dan pemerintah
rendah hati memahami suasana keba-
tinan ralgyat, terutama dalam situasi
ekonomi yang penuh ketidakpa
ini. Tine : " sk
dapat menjadi pemicu lkemarahan pub-
Tik:

Berdasarkan pengalaman revisi UL
TNL evaluasi menyeluruh terhadap pro-
ses dan substansi revisi adalah sehush

yang ¥
i unelr

dalam pembentukan UL adalsh mani-
festasi konkret prinsip ini. Tanpa partisi-

nghian (e cight o be
ik Tmnik fenedapatkan ponjaiaan (che
right to be explained). Naumun, dalan
konteles pernbentuban dan revisi bebe

pasi bermakna, kedaulatan rakvat hanya
Hlotan

15 e.
Dengan demikian, perenuhan pra
syarat partisipasi masvarakot yong ber-

rapa UL ini.
pertanyann

mendasar
an subslant

Apakah draf revisi ter beserta nas
kah akademiknya dapat diakses secara
luas aleh publik? Apakah kanal-kanal
aspirasi yang di benar meng-
whomadasi dan merespons aspirasi ma-

menggnntung
&

masknia sl <'I>ah keniscayaan dulam me-
L is. berkua

litas, dan ber

Cermin retak demokrasi
Berdasarkan draf revi U Palri vang
beredar tahun lalu, yang penulis yakini
belum mengalami pembaruan sipnifi-
Lan, terungkap patensi problematik se-

Jjen terhadap '*mp hukikat ancaman®,
ndung polensi perluasan makna
han

clefi ni—

man dalam konteks in
nsecara luas, it

- ukan hanya terhadap re-
wvisi UL Polri atau BUU Kitab Undong-
rclang Hukum Acars Pidans (K17 ’)

non keduanya sudah keluarsu
pns]denma untuk dibahas, tetapi Jug'\
revisi UL Apacatiar Sipil Negara, RUL
K 1. dan lain-lain

konvensional, mencakup ideologi. D(Jh'
Lik, ekonomi, ssial, hudiys, u

et Entres SiTEber A Al Tl
Jeungan hidup, terorisme, separatisme,
spitnuse, tlan sabobuse. Huang lingkup

E

yang
luas memunculkan setidaknva empat
lasan fundamental untuk refleksi kri-

Pertama, pergeseran paradignm, Seca-

Langkah-langkah konkret untuk me-
mustikin proses revisi yang ransparan,
akuntabel, dan partisipatif menjamin
substansi revisi tidak bertentangan de-
nuan prinsip negar hukum dan demo-
krasi. serta membangun dislog kon-
strukitif dengan berbagai elemen masya-
rakal adaluh keharusan untuk mereda-
kan ketegangan dan mencari solusi yang
herkeadilan.
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